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I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN  

SERTIFIKASI AWAL  

a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma 

Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Nomor Akreditasi 

KAN 

: LPVI -017-IDN 

Masa berlaku  20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025 

e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 

Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025 

f. Penanggung Jawab 

LPVI 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  

h. Tim Audit : 1. Suhardi/ SHD, (Auditor/ Ketua Tim Audit) 

2. Bayu Satria Pramana/ BSP, (Auditor Anggota) 

3. Muhammad Ngizudin/ MGZ,  (Auditor Anggota) 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

 

1. Nama Unit Manajemen : PT BELANTARA PUSAKA 

2. Alamat Kantor : Wisma Indocement Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 

Jakarta 12910 

3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan 

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman 

4. SK Izin Usaha  : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 20/Kpts-II/1998 tanggal 7 

Januari 1998 Jo. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 

No. SK.582/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 

2021 

5. Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH PT Belantara Pusaka 

seluas ±15.610 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

6. Lokasi  : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

7. Pengurus Perusahaan : Direksi : 

- Direktur Utama :  Eddy Sanusi 

- Direktur : Rusni Kartina 

- Komisaris Utama :  Zafril Ansgar Hamzah 

- Komisaris  :  Ieneke Santoso 

8 Nama MR Auditee : Roby Alfadani, S.Hut 
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III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN 

3.1. KEGIATAN AUDIT : 

1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu : 

Audit dilakukan mulai tanggal 14 s.d 18 Mei 2024 di lokasi areal PBPH PT Belantara Pusaka di 

Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur meliputi kegiatan : 

No. Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan 

1. Pertemuan 

Pembukaan 

15/05/2024 

di Kantor PT 

BPU 

 

- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor 

terkait. 

- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ 

persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan 

tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit 

yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit. 

2. Verifikasi 

Dokumen 

dan 

Observasi 

Lapangan 

15 – 17/ 

05/2024   

di Kantor 

dan areal 

kerja PT 

BPU Berau 

- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan 

kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ 

MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen 

dan rekaman pada rentang waktu 12 (duabelas) bulan terakhir 

(Mei 2023 – April 2024 dan saat audit) 

- Observasi lapangan dilakukan pada RKTPH tahun 2023 dan 

2024 pada areal PT Belantara Pusaka 

3. Pertemuan 

Penutupan 

17/05/2024 

di Kantor PT 

BPU 

 

- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor 

terkait. 

- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap 

hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian 

dan tahapan kegiatan berikutnya. 

- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian 

maupun temuan ketidaksesuaiannya. 

 

3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

a) Tanggal  : 4 Juni 2024 

b) Hasil Keputusan :  

1) PT Belantara Pusaka dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai 

Lampiran 2.1 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022; dan 

2) Kepada PT Belantara Pusaka diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas). 
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IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU 

  

Prinsip 1 : 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan pada PT Belantara Pusaka (PT 

BPU) dapat diverifikasi sebagai berikut: 

1) SK PBPH/ IUPHHK-HT PT Belantara Pusaka sesuai Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor : 20/Kpts-II/1998 tanggal 7 Januari 1998 tentang Pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas ± 

15.610 (Lima Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh) Hektar Propinsi Daerah Tingkat I 

Kalimantan Timur Kepada PT Belantara Pusaka. Terdapat Peta Lampiran SK HPHTI 

berupa Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT Belantara Pusaka 

Propinsi Dati I Kalimantan Timur Luas ± 15.610 Ha Skala 1 : 50.000. 

2) SK perubahan nomenklatur PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. SK.582/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 

September 2021 yang mengubah nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 

3) Areal PT Belantara Pusaka seluruhnya berada pada fungsi Kawasan Hutan Produksi 

(HP). 

4) Dokumen legalitas perseroan sebagai berikut : 

a) Akta Pendirian No. 73 tanggal 27 November 1992 dan disahkan Menteri 

Kehakiman RI No. 02-8982 HT.01.01.Th93 Tanggal 14 September 1993 

b) Akta Perubahan Terakhir Nomor : 72 tanggal 31 Mei 2023 dan telah didaftarkan 

di Kemenkumham RI dengan Daftar Perseroan Nomor No AHU-

0115072.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 20 Juni 2023 sesuai Surat Keputusan 

Menkumham RI No. AHU-0034726.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Juni 

2023. 

• Direktur Utama  : Eddy Sanusi 

• Direktur   : Rusni Kartina 

• Komisaris Utama : Zafril Ansgar Hamzah 

• Komisaris    : Ieneke Santoso 

c) Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Belantara Pusaka Nomor 1214000421934 

tanggal 21 Juni 2023. 

d) NPWP No. 01.614.495.8-722.000 

 

2. Verifier 

1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika 

tidak ada) 

Nilai : NOT APPLICABLE (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTPH Tahun 2023 dan 2024, serta wawancara 

terhadap MR PT Belantara Pusaka diketahui bahwa pada Areal PT Belantara Pusaka tidak 

terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH 
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Prinsip 2 : 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 

2.1.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 

lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 1. Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PBPH PT 

Belantara Pusaka Tahun 2021 periode Tahun 2021 - 2030 yang telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

SK.8709/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Keputusan 

ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. Dokumen RKUPH dilengkapi 

dengan Peta Lampiran skala 1: 50.000.  

2. PT Belantara Pusaka telah melaksanakan kegiatan IHMB dan telah menyampaikan 

laporan hasil IHMB kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI 

Samarinda serta telah diberikan pertimbangan teknis melalui surat Kepala BPHL 

Wilayah XI Samarinda Nomor: S.445/BPHP.XI-2/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal 

Evaluasi IHMB PT Belantara Pusaka Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Dalam dokumen RKUPH PT BPU periode Tahun 2021-2030 telah ditetapkan antara lain 

: 

a) Penataan Areal Kerja PT Belantara Pusaka seluas ± 15.610 Ha terdiri atas 

Kawasan Lindung seluas ± 2.266 hektar dan Areal Budidaya seluas ± 13.344 

hektar; 

b) Rencana penyiapan lahan, penanaman dan pemanenan periode tahun 2021 – 

2030, yaitu : 

1) Penyiapan Lahan dan Penanaman : 

Jenis Akasia, Gmelina, Ekaliptus dan Sengon daur 6 tahun seluas ± 18.337 

Ha yaitu : 

• Daur I seluas ± 12.445 Ha, yang terdiri dari seluas ±1.253 Ha dilakukan 

pada areal hutan bekas tebangan (LOA), seluas ±4.164 Ha dilakukan 

pada areal semak belukar dan tanah kosong serta seluas ±7.028 Ha 

dilakukan pada areal replanting. 

• Daur II seluas ±5.892 Ha dilakukan pada areal replanting. 

2) Pemanenan/ Produksi : 

• Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa Getah Karet sebesar 

±1.818 Ton. 

• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hasil penyiapan lahan dalam rangka 

penanaman pada areal semak belukar dan tanah kosong seluas ±4.164 

Ha dengan volume ±21.777 m3. 

• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hasil penyiapan lahan dalam rangka 

penanaman pada areal hutan bekas tebangan (LOA) seluas ±1.253 Ha 

dengan volume ±34.269 m3. 

3) Pembangunan demplot agro forestri seluas ±10 Ha dengan penanaman 

tanaman kehutanan berkayu antara lain Sengon, Karet, Gmelina, dan jenis 

MPTS antara lain Jengkol, Pete, Kemiri, Aren, Durian, serta tanaman 

semusim di bawah tegakan.  

c) Menerapkan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan. 
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2. Verifier 

2.1.2.a. 

 Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi : 

• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi 

hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang. 

• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai  MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Dokumen RKUPH 

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PBPH PT Belantara Pusaka 

Tahun 2021 periode Tahun 2021 - 2030 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8709/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Keputusan ini berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2030. Dokumen RKUPH dilengkapi dengan Peta Lampiran 

skala 1: 50.000. 

Dokumen RKTPH 

1) Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2023 PT Belantara Pusaka yang disusun 

secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan disahkan oleh Direktur Utama PT 

Belantara Pusaka melalui SK No. 007/BP-HTI/RKTPH/JKT/I/2023 tanggal 16 Januari 

2023 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan terdapat 

Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH 2022 Carry Over skala 1 : 50.000; 

2) Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2024 PT Belantara Pusaka yang disusun 

secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Direktur Utama PT 

Belantara Pusaka melalui SK No. 029/BP-HTI/RKTPH/JKT/XII/2023 tanggal 27 

Desember 2023 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 

dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over RKT Tahun 2023 

skala 1 : 50.000 

GANISPH Canhut : 

1) Peta Realisasi Penataan Areal Kerja (PAK) Tahun 2022 pada Blok RKT 2023 dengan 

skala 1 : 25.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Wandri Leme Piri ; No. Register : 

01210006959) dan diperiksa oleh Sudarsono (Kabag Perencanaan) serta diketahui 

oleh Setio Eko Wahyono (Site Manager). 

2) Peta Realisasi Penataan Areal Kerja (PAK) Tahun 2023 pada Blok RKT 2024 dengan 

skala 1 : 40.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut Vian Pradita Aniarko ; No. 

Register : 01230020540) dan diperiksa oleh Sudarsono (Kabag Perencanaan) serta 

diketahui oleh Setio Eko Wahyono (Site Manager). 

3. Verifier 

2.2.1.a. 

 Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

 Nilai  MEMENUHI 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) periode audit, yaitu sbb : 

1) LHC Tahun 2022 RKT 2023 dengan intensitas 100% dengan luas 1.046 hektar dengan 

potensi kayu tumbuh alami, dengan kelengkapan sebagai berikut : 

a. Pakta Integritas terkait data dan informasi kebenaran ITSP yang ditandatangani 

diatas materai oleh Wandri Leme Piri (GANIS Canhut) dan Eddy Sanusi (Direktur 

Utama) tertanggal 26 November 2022; 
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b. Surat Pernyataan pelaksanaan timber curising yang ditandatangani oleh Wandri 

Leme Piri (GANIS Canhut) tertanggal 26 November 2022; 

c. Tally sheet LHC berisi informasi nomor barcode, jenis pohon, diameter, tinggi, 

volume, koordinat pohon dan jalur cruising; 

d. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan total potensi yaitu sebanyak 

14.508 batang dan volume 16.029,31 m3; 

e. Peta Sebaran Pohon Hasil ITSP Blok RKTPH Tahun 2023 dengan jumlah 15 Petak 

dengan skala 1 : 7.000. 

2) LHC Tahun 2023 RKT 2024 dengan intensitas 100% dengan luas 2.127 hektar dengan 

potensi kayu tumbuh alami, dengan kelengkapan sebagai berikut : 

a. Pakta Integritas terkait data dan informasi kebenaran ITSP yang ditandatangani 

diatas materai oleh Vian Pradita Aniarko (GANIS Canhut) dan Eddy Sanusi 

(Direktur Utama) tertanggal 31 Desember 2023; 

b. Surat Pernyataan pelaksanaan timber curising yang ditandatangani oleh Vian 

Pradita Aniarko (GANIS Canhut) tertanggal 31 Desember 2023; 

c. Tally sheet LHC berisi informasi nomor barcode, jenis pohon, diameter, tinggi, 

volume, koordinat pohon dan jalur cruising; 

d. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan total potensi yaitu sebanyak 

21.779 batang dan volume 22.422,50 m3; 

e. Peta Sebaran Pohon Hasil ITSP Blok RKTPH Tahun 2024 dengan jumlah 35 Petak 

dengan skala 1 : 7.000. 

3) Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada Blok RKT Tahun 2024 

dijumpai penandaan cruising yaitu berupa 1) jalur crusing; 2) label id barcode 

diantaranya barcode nomor 1904L28BEPA0000000000053632, 

1904L28BEPA0000000000053631, 1904L28BEPA0000000000053634, 

1904L28BEPA0000000000053986, 1904L28BEPA0000000000052246, 

1904L28BEPA0000000000052163, 1904L28BEPA0000000000052403, 

1904L28BEPA0000000000052073, 1904L28BEPA0000000000052165, 

1904L28BEPA0000000000052549. 

4. Verifier 

2.2.1.b 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang 

boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka telah menetapkan kawasan yang tidak boleh ditebang di dalam areal 

kerja PBPH PT Belantara Pusaka berdasarkan SK Penetapan Kawasan Lindung pada areal 

PBPH PT Belantara Pusaka yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Belantara Pusaka 

Nomor : 003/BP-HTI/SK/JKT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.  

Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Belantara Pusaka sesuai SK Nomor : 

003/BP-HTI/SK/JKT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan berdasarkan dokumen RKUPH 

periode Tahun 2021 – 2030 dengan luas total keseluruhan 2.266 Hektar dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Hutan Lindung dengan luas 58 Ha 

b. Buffer Zone Hutan Lindung dengan luas 48 Ha 

c. Lereng 40% dengan luas 273 Ha 

d. KPPN dengan luas 159 Ha 

e. KPSL dengan luas 483 Ha 

f. Sempadan Sungai dengan luas 921 Ha 
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g. Mata Air dengan luas 324 Ha 

Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PBPH PT Belantara Pusaka, berupa 

Lampiran Peta RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 50.000 memuat areal 

yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu 

Hutan Lindung, Buffer Zone Hutan Lindung, Lereng 40%, KPPN, KPSL, Sempadan Sungai 

dan Mata Air. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi, 

dijumpai penandaan batas yaitu : 

a. Tanda batas Sempadan Anak Sungai Petang di Blok RKT Tahun 2023 berupa plang/ 

sign board dan cat biru polet 1 pada pohon dan berada pada koordinat N 10 38’ 

46,49” dan E 1160 59’ 41,747”. Dalam plang tersebut tidak disebutkan nama sungai; 

b. Tanda batas KPPN berupa plang/ sign board berada pada koordinat N 10 41’ 6,209” 

dan E 1170 1’ 5,706”. 

5. Verifier 

2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya 

di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka memiliki lampiran Peta RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 

dengan skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan petak, 

dimana petak-petak tersebut diarsir dengan jelas. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok 

RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024, diantaranya: 

a. Batas Petak T08 dengan S04 pada Blok RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan 

nama dan cat merah polet 1 (arah vertical) berada pada koordinat N 10 38’ 8,929” E 

1160 59’ 29,158” ; 

b. Batas Petak S04 dengan R06 pada Blok RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan 

nama dan cat merah polet 1 (arah vertical) berada pada koordinat N 10 38’ 25,503” E 

1160 59’ 38,24” ; 

c. Batas Petak R06 dengan Q07 pada Blok RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan 

nama dan cat merah polet 1 (arah vertical) berada pada koordinat N 10 38’ 41,931” E 

1160 59’ 42,902” ; 

d. Batas Petak O06 dengan O07 pada Blok RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan 

nama dan cat merah polet 1 (arah vertical) berada pada koordinat N 10 39’ 16,983” E 

1160 59’ 30,969” ; 

e. Batas Petak P06 dengan P07 pada Blok RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan 

nama dan cat merah polet 1 (arah vertical) berada pada koordinat N 10 38’ 58,91” E 

1160 59’ 33,112” ; 

f. Batas luar Blok RKTPH Tahun 2024 ditandai dengan papan nama dan cat merah polet 

2 (arah horizontal) berada pada koordinat N 10 33’ 56” E 1170 1’ 59” ; 

g. Batas Petak AI01 dengan AH02 pada Blok RKTPH Tahun 2024 ditandai dengan papan 

nama dan cat merah polet 1 (arah vertical) berada pada koordinat N 10 33’ 56” E 1170 

1’ 59”. 

6. Verifier 

2.2.1.d. 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan 

lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada rentang waktu audit PT Belantara Pusaka memiliki rencana penyiapan lahan untuk 

pembangunan budidaya tanaman di lokasi LOA yang masih terdapat potensi kayu tumbuh 
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 alami, dengan rincian sebagai berikut : 

No 
Tahun 

RKT 
Kategori 

Rencana Realisasi 

Keterangan Luas 

(Ha) 

Volume 

(M3) 

Luas 

(Ha) 

Volume 

(M3) 

1 2023 
Carry 

Over 
2.026 16.029,31 0,58 68,88 

Realisasi pemanfaatan 

kayu pada bulan Mei 2024 

yaitu di Petak T08 

2. 2024 Murni 2.127 22.422,50 - - 
s.d 17 Mei 2024 belum 

ada kegiatan penebangan 

Berdasarkan tabel diatas terdapat rencana pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk 

penyiapan lahan pada RKT Tahun 2023 dan RKT Tahun 2024. Terdapat realisasi kegiatan 

pemanfaatan kayu tumbuh alami pada RKT Tahun 2023 Carry Over pada petak T08 yang 

telah di LHP-kan pada tanggal 7 Mei 2024 yaitu dengan volume 68,88 m3, sedangkan 

pada RKT 2024 (murni) s.d tanggal 17 Mei 2024 belum ada kegiatan penebangan. 

Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada lokasi pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk 

penyiapan lahan di Blok RKT Tahun 2023 Carry Over pada koordinat N 10 38’ 6,764” E 

1160 59’ 27,949”, diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai yang diizinkan sesuai RKT Tahun 

2023 Carry Over yaitu pada Petak T08. 

 

Prinsip 3 : 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 3.1.1. : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka melakukan produksi pemanfaatan kayu hutan alam berdasarkan SK 

RKTPH 2023 dan 2024 yang telah ditetapkan. 

Terdapat GANISPH-PKB penerbit LHP yaitu atas nama Sudarsono Register 23230018276 

dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda No. 

110424046 masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 27 Desember 2027 dan 

Penempatan No. 111459966050 sebagai Pembuat LHP berlaku sampai dengan 31 

Desember 2024. 

Pada periode audit (Mei 2023 s.d  Mei 2024 ddn saat audit), PT Belantara Pusaka telah 

membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan 

penebangan pada Blok RKT 2024 pada areal carry over RKT 2023 dengan total sebanyak 

8 batang dan volume 68,88 m3. 

Terdapat penetapan lokasi TPn, dan TPK Hutan sebagai berikut : 

1. SK Direktur PT Belantara Pusaka Nomor : 009/BPU-HTI/JKT/I/2023 tanggal 16 

Januari 2023 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat 

Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH 

Tahun 2022 a.n. PT Belantara Pusaka Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. 

2. SK Direktur PT Belantara Pusaka Nomor : 04/BPU-HTI/JKT/I/2024 tanggal 8 Januari 

2024 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan 

Kayu Hutan (TPK Hutan) RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over RKTPH Tahun 2023 

a.n. PT Belantara Pusaka Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. 

PT Belantara Pusaka telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan 

penebangan pada Blok RKT Tahun 2024 areal CO RKT 2023 sebanyak 1 set LHP terdiri 
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dari : 

1) LHP No. 09/LHP-KBB/CO/BP/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 sejumlah 7 batang dan 

volume sebesar 64,82 m3, dan  

2) LHP No. 09/LHP-KBS/CO/BP/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 sejumlah 1 batang dan 

volume sebesar 4,06 m3. 

No No LHP Tanggal 
Volume 

Btg m3 

1 09/LHP-KBB/CO/BP/V/2024 07-05-2024 7  64,82 

2 09/LHP-KBS/CO/BP/V/2024 07-05-2024 1  4,06  

 JUMLAH LHP   8 68,88 

 

Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan 

yang sama pada saat penerbitan LHP oleh GANISPH PKB yang ditunjuk.  

Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa pada saat audit terdapat stok kayu di 

lapangan dan kayu produksi RKT 2024 dari LHP tanggal 07 Mei 2024 dan seluruhnya 

masih berada di lapangan sejumlah 8 Batang Volume 68,88 m3.  

Hasil pemeriksaan lapangan, dijumpai kayu yang sudah di LHP-kan sejumlah 8 batang 

volume 68,88 m3 dan sesuai dengan volume LHP serta tidak dijumpai adanya kayu yang 

belum diLHP-kan. 

2 Verifier 

3.1.2.a. 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 

angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PBPH 

PT BPU dan telah disahkan oleh Direksi sebagaimana tercantum pada uraian di verifier 

3.1.1.a. 

GANISPH PKB Penerbit SKSHHK-KB PT Belantara Pusaka direncanakan personil tetap PT 

Belantara Pusaka atas nama Fatkhur Rahman Register No. 232300018335 dengan Surat 

Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda No. 

110223313 berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2025, dan penempatan akan 

diterbitkan pada saat akan melakukan kegiatan pengangkutan kayu di TPK Hutan. 

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di 

lokasi PBPH PT Belantara Pusaka yaitu dijumpai diantaranya : 

1. Petugas operator SIPUHH atas nama 1) Sudarsono; 2) Fathur Rahman; dan 3) Abib 

Musthofa; yang ditunjuk oleh Direktur PT Belantara Pusaka dengan surat keputusan 

No. 010/BP-HTI/JKT/I/2023 tanggal 17 Januari 2023. 

2. Personal Computer (PC) dan Laptop, Printer dokumen, printer barcode, dan V-Sat 

(jaringan internet via satelit) yang berada di basecamp. 

3. Akses SIPUHH dengan User Name dan Password telah aktif dan dapat melakukan 

penatausahaan kayu untuk penerbitan dokumen SKSHHK-KB. 

Selama periode audit (Mei 2023 s.d  April 2024 dan saat audit), PT Belantara Pusaka 

diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan 

yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu 

keluar dari TPK. Namun demikian hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dan 

kemampuan penerbitan SKSHHK, PT Belantara Pusaka dinilai telah mampu untuk 

menerbitkan dokumen SKSHHK-KB dengan mengalokasikan GANISPH PKB yang 
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berkompeten dan persetujuan penugasan GANISPH dari BPHL Wilayah XI Samarinda 

yang masih aktif serta penerbitan penempatan GANISPH PKB sebagai penerbit SKSHHK 

akan dilakukan pada saat kegiatan pengangkutan kayu akan dijalankan. 

Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa kayu yang diproduksi selama periode 

audit sebanyak 68,88 m3 sesuai dengan penerbitan LHP, lokasinya masih berada di TPn 

dan belum dilakukan mutasi. Dengan demikian stok kayu pada saat audit sebesar 8 

batang dengan volume 68,88 m3 sebagai berikut : 

1. Stok Awal  : NIHIL 

2. Penambahan LHP : 8 Batang; Volume   68,88 m3 

3. Pengurangan SKSHHK : NIHIL  

4. Pengurangan DKDS : NIHIL 

5. Stok Akhir  : 8 Batang; Volume   68,88 m3 

6. Di TPN/TPK Hutan : 8 Batang; Volume   68,88 m3. 

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur/ LHP dilakukan secara sensus terhadap 

stok kayu di TPn sebanyak 8 batang dan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen 

dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan pada hasil pengukuran 

volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik 

: 

a) Nomor kayu :  SESUAI 

b) Jenis Kayu  :  SESUAI 

c) Perbedaan volume  :  1,80% (Berdasar volume LHP 68,88 m3, 

volume pengukuran 70,12 m3, selisih volume pengukuran 

1,24 m3 atau 1,80%) masih di bawah toleransi selisih 

pengukuran sebesar 5% 

3. Verifier 

3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan 

dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

: PT Belantara Pusaka telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan 

dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai 

berikut: 

1) Dijumpai adanya penandaan pada tunggul di petak tebangan yaitu label warna 

kuning yang berisi id barcode. 

2) Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa label warna kuning yang 

berisi id barcode. 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode 

scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil 

Produksi PT Belantara Pusaka dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari petak tebangan 

dan dokumen LHP. 

Uji Petik ketelusuran kayu dari LHP dapat ditelusuri melalui penelusuran dokumen dan 

SIPUHH sampai ke petak tebangan RKT 2024 blok CO RKT 2023 petak T-08 

4. Verifier 

3.2.1.a. 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode audit (Mei 2023 s.d April 2024 dan saat audit) diverifikasi bahwa Kode 

Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT 

Tahun 2024. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, 
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 dengan total DR dan PSDH yaitu : 

a. Total Billing DR sebesar  : US$ 1.134,49 

b. Total Billing PSDH sebesar  : IDR 5.567.100,- 

Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Belantara Pusaka 

telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP. 

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Belantara Pusaka, diverifikasi bahwa seluruh 

LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada 

saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP. 

11 Verifier 

3.3.1.a. 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) 

Nilai : NOT APPLICABLE (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka merupakan PBPH  yang BELUM memiliki Sertifikat Legalitas Hasil 

Hutan dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi awal legalitas hasil hutan untuk 

mendapatkan S-Legalitas dan perjanjian lisensi penggunaan Tanda SVLK sehingga 

verifier ini tidak diterapkan (N/A) 

 

Prinsip 4 : 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka memiliki dokumen AMDAL sebagai berikut : 

1) Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap yang terdiri atas : 

a) Dokumen Kerangka Acuan, persetujuan No. 735/VI-BKP A/Setdal/1995 tanggal 

21 Agustus 1995 

b) Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang disusun dengan 

landasan peraturan pelaksanaan studi AMDAL HPHTI, Peraturan Pemerintah 

No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 519/Kpts-II/1997 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Pembangunan Kehutanan. 

c) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang disusun mengacu 

kepada dampak penting pada dokumen ANDAL. 

d) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang disusun mengacu 

kepada dampak penting pada dokumen ANDAL 

2) Dokumen lingkungan (AMDAL) PT Belantara Pusaka disusun berdasarkan kajian 

atas areal seluas 18.088 Ha.  Penyusunan Dokumen AMDAL dilakukan mengacu 

kepada peraturan pelaksanaan studi AMDAL HPHTI, Peraturan Pemerintah No. 51 

Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 519/Kpts-II/1997 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Pembangunan Kehutanan.  

3) Dokumen lingkungan (AMDAL)  PT Belantara Pusaka telah disetujui dan disahkan 

oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 156/DJ-VI/AMDAL/1997 

tanggal 25 November 1997 
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2. Verifier 

4.1.2.a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) berupa dokumen Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang 

disusun mengacu kapada dampak penting yang tercantum pada dokumen Laporan 

Utama ANDAL.  

Dokumen lingkungan (RKl dan RPL) PT Belantara Pusaka disusun atas areal seluas 

18.088 Ha serta telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat Amdal Departemen 

Kehutanan No. 156/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 25 November 1997 .   

Pada dokumen RKL dan RPL telah dilampirkan matrik kegiatan rencana pengelolaan 

lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dalam rangka pengendalian/ 

penanggulangan dampak penting HPHTI-Trans PT Belantara Pusaka. 

3. Verifier 

4.1.2.b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 

biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode audit Sertifikasi Awal VLHH terdapat Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang 

dibuat oleh PT Belantara Pusaka yaitu : 

- Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2023 

- Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2023 

Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan Semester II tahun 2023 telah dilaporkan 

dan disampaikan kepada Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau 

sesuai surat Manager Operasional PT Belantara Pusaka No. 007/SM-BP/VII/2023 tanggal 

20 Juli 2023 untuk Laporan Semester I tahun 2023 dan surat Manager Operasional PT 

Belantara Pusaka No. 002/SM-BP/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 untuk Laporan 

Semester II tahun 2023. Terdapat bukti tanda terima penyampaian laporan tanggal 21 

Juli 2023 untuk laporan Semester I tahun 2023 dan tanggal 23 Januari 2024 untuk 

laporan semester II tahun 2023. 

Hasil observasi lapangan diketahui terdapat implementasi kegiatan pemantauan dan 

pengelolaan lingkungan sebagai berikut : 

a. Pembuatan plot pengamatan erosi pada koordinat N 010 38’ 50,3” E 1160 59’ 47,2” 

b. Pengamatan debit air dan kecepatan arus Anak Sungai Petang pada koordinat N 010 

38’ 47,4” E 1160 59’ 41,7” 

c. Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai pada Anak Sungai Petang pada 

koordinat N 010 38’ 48,3” E 1160 59’ 41,4” 

d. Pemasangan alat pengukur curah hujan dan pengamatannya di basecamp pada 

koordinat N 010 38’ 50,0” E 1160 59’ 50,7” 

e. Pengelolaan sampah dan pemisahan sampah organik dan anorganik di basecamp 

serta penentuan Tempat Pembuangan Akhir pada koordinat N 010 38’ 50,7” E 1160 

59’ 46,7”.  

f. Pemasangan plang dan rambu peringatan dan larangan untuk pengelolaan satwa 

liar flora fauna dilindungi dan tidak membuka lahan atau berladang/ berkebun 

dengan cara membakar dan lainnya 

g. Terdapat kegiatan kelola sosial dengan mempekerjakan tenaga kerja masyarakat 
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lokal dan bantuan kepada masyarakat sekitar. 

 

Indikator 1.5 : 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 

5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta 

tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan 

operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. 

Selanjutnya PT Belantara Pusaka memiliki Prosedur/SOP terkait dengan pelaksanaan K3 

yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan dokumen No. 01/SOP-

K3/BL/III/2022 tanggal 08 Maret 2022. 

Sebagai Penanggungjawab K3 di PT Belantara Pusaka adalah atas nama Setio Eko 

Wahyono sesuai dengan keputusan Direktur Utama No. 011/BP-HTI/JKT/I/2023 tentang 

Penetapan Penanggungjawab Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) an 

PBPH PT Belentara Pusaka Provinsi Kalimantan Timur. 

Hasil verifikasi dokumen SOP K3 diketahui bahwa SOP K3 PT Belantara Pusaka telah 

sesuai dengan potensi bahaya dan resiko K3 yang terjadi dalam kegiatan operasional 

pengelolaan hutan lestari khususnya pada operasional kegiatan pemanfaatan kayu hutan 

tanaman, namun referensinya masih perlu disesuaikan dengan peraturan da nregulasi 

terbaru terkait SMK3. 

PT Belantara Pusaka telah membentuk Struktur Organisasi Penanggungjawab Program 

K3 dengan susunan sebagai berikut : 

1. Setio Eko Wahyono : Penanggungjawab Program K3 

2. Ruslin  : Koordinator Program K3 

3. Sudarsono  : Perencanaan/ Pengawasan K3 

4. Jaidin  : Koordinator Lapangan 

5. Syamsul  : Logistik dan Peralatan 

2. Verifier 

5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Belantara Pusaka telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta 

tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan 

operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. 

Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Belantara Pusaka mengacu kepada 

potensi bahaya dan resiko yang ada di lokasi PT Belantara Pusaka. 

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya peralatan K3 di basecamp masih berfungsi 

seperti : 

- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan 

kepada Karyawan dan disimpan di tempat penyimpanan. 

- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa 

yang di pasang pada bangunan Mess Karyawan dan kantor. 

- Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan seperti mess 
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karyawan dan kantor. 

- Terdapat tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat keadaan darurat. 

3. Verifier 

5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja PT Belantara Pusaka periode bulan 

Mei 2023 s.d April 2024 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Program K3. 

Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi bahwa selama periode audit bulan Mei 2023 

sampai dengan tanggal April 2024 pada PT Belantara Pusaka tidak terdapat catatan 

kejadian kecelakaan kerja atau kecelakaan NIHIL. 

Laporan bulanan kecelakaan kerja PT Belantara Pusaka periode tahun 2023 dan periode 

Januari-April tahun 2024 diverifikasi telah dilaporkan dan disampaikan ke Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur sesuai dengan dokumen 

surat pengantar laporan No. 001/HSE-BP/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan No. 001/HSE-

BP/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 serta terdapat bukti tanda terima tanggal 16 Mei 2024. 

Berdasarkan wawancara dengan MR dan hasil observasi di lapangan terdapat upaya 

menekan kecelakaan antara lain dengan : 

a) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan dibagikan kepada karyawan serta 

peralatan K3 

b) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri 

(APD) dalam setiap pekerjaan 

c) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 

d) Breefing pagi untuk keselamatan kerja. 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

: Karyawan PT Belantara Pusaka masih belum membentuk serikat pekerja, namun 

perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berorganisasi. Dalam hal ini telah 

dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Direktur Utama PT Belantara Pusaka No 

010/BP-HTI/SP/JKT/IV/2022 tanggal 11 April 2022. Pada dokumen ini ditetapkan 

pemberian kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi pekerja sesuai 

ketentuan pemerintah kepada karyawan PT Belantara Pusaka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil karyawan PT Belantara Pusaka diketahui 

bahwa sampai saat ini karyawan masih belum ada pengajuan untuk membentuk serikat 

pekerja 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Belantara Pusaka periode 2024 

– 2026. Dokumen Peraturan Perusahaan yang dimiliki tersusun dari Bab I – Bab XIV dan 

terdiri dari Pasal 1-57. Secara umum dokumen ini menjelaskan hak dan kewajiban 

perusahaan dan karyawan. 

Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah didaftarkan dan disahkan oleh Kepala 

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Berau sesuai dengan keputusan No. 

KEP.560/027.Hubin tanggal 8 Mei 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT 

Belantara Pusaka.  




